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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

. . . _ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN

Menimbang : a, bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
Pergeseran antar Unit organisasi, antara kegiatan dan antar
jenis Belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih  Tahun
Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
Tahun Anggaran 2009 maka perlu dilakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2009 ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan

APBD Tahun  Anggaran 2009 perlu  ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

.'Ulengingat : 1, undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
- Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 9 ) ;

2. Undang -~ Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah di wubah dengan
undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;

3. undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan uUndang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048) ;
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8.

10,

11.

13.

14,

15.

Undang-undang Nomor 21 Txhun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan
uvndang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3938) ;

undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

uUndang ~ undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286 ) ;

undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355 ) ;

undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuaran
perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan tanggungjawab  Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );

undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );

undang - uUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437 )sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang -
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );

. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438) ;

peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan wWakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138 ) ;

peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139 ) ;



le.

17-

18-

19-

20-

21,

22,

23,

24-

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4712);:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 +tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Ppemerintahan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513 ) :

peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
paerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574 ) :

peraturan pPemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang  Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575 ) ;

Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 )

peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4577 )

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ({ Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582) ;
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29.

30.

31.

32.

33-

35.

36-

37.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Xeuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ) ;:

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara  Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ;

Peraturan Henteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Neger{i Nomor 59 Tahun 2007 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang operasional
Pimpinan DPRD serta Tata cCara Pengembalian Tunjangan Xomunikasi
Intensif dan Dana Operasional ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009 ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas
penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau ;

Peraturan Daerah KXabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan KXeuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD KXabupaten Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 1 sSeri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana
telah djubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 ( Lembaran paerah
Kabupaten pacitan Nomor 11 tanggal 18 1juli 2007 );

Peraturan Daerah Kabupaten Ppacitan Nomor 2 Tahun 2006
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
24 Tahun 2007 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pacitan tahun 2006 -~ 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007 ;



38.

39.
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41.

42-

43,

44,

43,

46'

47-

48,

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang
pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten pacitan Nomor 7 tanggal 18 Desember Tahun 2006 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 4 September
2007 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 . tentang
pPenyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT  Bank Perkreditan
Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun
2007, tanggal 4 September 2007);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan
{Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4
september 2007 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang
urusan Pemerintahan Kabupaten Ppacitan Lembaran Daerah Kabupaten
pacitan Nomor 25 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang
organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun
2007, tanggal 10 Desember 2007)

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang
organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 );

Peraturan DPaerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang
organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten pacitan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang
organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten pacitan {(Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 29 Tahun 2007, tanggal 10 Desember
2007 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nemer 12 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2008, tanggal 23 Desember
2008 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2009 tentang
pPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan B8elanja
Daerah Tahun Anggaran 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
14 Tahun 2009, tanggal 25 7quni 2009 ) ;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan + PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009,

pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula
berjumlah Rp.646.822.328.843,07 Berkurang sejumlah Rp. 19.128.528.523,14
sehingga  menjadi Rp. 627.693.800.319,93 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Pendapatan

a. semula Rp. 570.886.307.675,83

b. Bertambah Rp. 15,317.617,602,86
Jumlah pPendapatan setelah Perubahan Rp. 586.203.925.278,69

2. Belanja

a. semula Rp. 644,568.328.843,07

b. Berkurang (Rp. 20,053,528.523.14)
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp, 624.514.800,319,93
surplus / (Defisit) setelah perubahan (rRp. 38.310.875.041,24)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) semula Rp. 75.936.021.167,24

2) Berkurang ( Rp. 34,446.146,126,00)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 41.489.875.041,24

b. Pengeluaran

1) semula Rp. 2.254.000.000,00

2) Bertambah Rp, _ 925,000,000,00

Jumlah pPengeluaran setelah Perubahan RP. 3.179.000.000,00
Jumlah  pembiayaan Neto setelah Rp. 38.310.875.041,24
perubahan

sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. -



pasal 2
(1) pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri darij :

a. Pendapatan asli Daerah

1) semula Rp. 26.221.449.662,63
2) Berkurang (Rp. 1.322.753.060.07]
Jumlah pPendapatan as1i Daerah setelah perubahan Rp. 24.898.696.602,56
b. Dana Perimbangan
1) semula Rp. 519.720.076.000,00
2) Bertambah Rp, 9.261,111.985.73
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 528.981.187.985,73

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) semula Rp. 24.944.782,013,20

2) Bertambah Rp. 79.2 2
Jumlah  Lain-lain pendapatan yang sah setelah pp, 32.324.040.690,40
pPerubahan

(2) pendapatan As1i Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) semula Rp. 4.288.032,.800,00
2) Bertambah Rp. 6©.726,000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 4.294,758.800,00
b. Retribusi paerah
1) semula Rp. 12.413.053.000,00
2) Bertambah Rp, _2,948,680,700,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 15.361.733.700,00
¢. Hasil pPengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) semula Rp. 1.495.984.000,00
2) Berkurang (Rp. . 22,625.000,00)
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yyang

dipisahkan setelah Perubahan Rp. 1.473.359.000,00

d. Lain-lajin pPendapatan asli paerah yang sah

1) semula Rp. 8.024.379.862,63
2) Berkurang (Rp_2.607.000,000,00)
Jumlah tain-lain pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp, 3.768.845.102,56

(3) pana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) semula Rp. 26.762.826.000,00
2) Bertambah Rp. 11.874.721.985,73

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 38.637.547.985,73



b. pana Alokasi Umum

1) semula Rp. 429.143.250.000,00
2) Bertambah Rp, 6.610,000,00
jumlah pana Alokasi Umum setelah Perubahan
c. Dana Alokasi Khusus RP. 429.136.640.000,00
1) semula Rp. 63.814.000.000,00
2) serkurang (Rp, _2,607.000,000,00)

jJum]ah pana Alokasi Khusus setelah Perubahan
Rp. 61.207.000,000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Mibah
1) semula Rp. 65.504,.088,00
2) Bertambah Rp. 1,019.724.441.66
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp- 1.085.228.529,66
. b. pana Bagi Hasil
' 1) semula Rp. 20.683.426.725,20
2) Berkurang RD 4
Jumlah Dana Bagi Hasi] Pajak setelah Perubahan RPp. 19.721.340.960,74
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) semula Rp. 4.195,851.200,00
2) sertambah Rp. 4,238.310.000,00
Jumlah Dana Penyesuajan dan Otonomi Khusus gp_ 8.434.161.200,00

setelah Perubahan
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya

1) semula Rp. -
2) Bertambah Rp., 3.083.310.000.00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Rp. 3.083.310.000,00

Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan

. Pasal 3
@

(1) Belanja paerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1) semula Rp. 431.541.963.143,07
2) Berkurang R 743.116,14
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 420.304.925.369,93
b. Belanja Langsung
1) semula Rp. 213.026.365.700,00
2) Berkurang (Rp,_8.816,490,750,00)
Jumlah Belanja Langsung setelah pPerubahan Rp. 204,209.874,950,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai
1) semula ' Rp. 67.340.472.443,07
2) Berkurang R 4 4
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 358.986.729.326,93



b.

a,.

f.

Belanja Hibah

1) serula Rp. 5.172.000.000,00
2) Berkurang - (Rp, _1,540,000,000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
. Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.632.000.,000,00
1) semula Rp. 4.642.180.000,00
2) Bertambah Rp, 1.740.000.000.00
Jumlah Belanja  RBantuan Sosial setelah
perubahan
- Belanja Bagi Hasil Rp. 6.382.180.000,00
1) semula Rp. 1.896.300.700,00
2) Bertambah Rp,  606,655,343.00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan
Belanja Bantuan Reuangan Rp. 2.502.956.043,00
1) semula Rp. 48.491.010.000,00
2) Berkurang (rRp,__1,689,950.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Reuangan setelah
Perubahan
Belanja Tidak Terduga Rp. 46.801.060.000,00
1) semula _ Rp.  4.000.000.000,00
2) Berkurang : (Rp._2.000,000,000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan
Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis Belanja :

a'

c.

Belanja Pegawai
1) semula Rp. 22.318.719.925,00
2) Bertambah Rp.  637,912.375.00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 22.956.632.300,00
Belanja Barang dan Jasa
1) semula Rp. 70.802.595.450,00
2) Bertambah Rp, 8,087 .717.050.00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 78.890.312.500,00
Belanja Modal
1) semula Rp.119.905.050.325,00
2) Berkurang (Rp, 17.542.120.175,00)

. Rp. 102.362.930.150,00
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan

Pasal 4

(1) pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Penerimaan sejumlah Rp. 41.489.875.041,24
1) semula Rp. 75.936.021.167,24
2) Berkurang (Rp. 34.446.146,126.00)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahkan Rp. 41.489.875.041,24



!

- 10 -

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.179.000.000,00

1) semula Rp. 2.254.000,000,00
2) Bertambah Rp, 925.000,000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.179.000.000,00

(2) penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
sejumlah Rp. 40.589.509.931,24

1) semula Rp. 75.035.656.057,24
2) Berkurang (Rp._34.446,146.126.00)
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah
Perubahan Rp. 40,589.509.931,24

b. Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman
sejumlah Rp. 900.365.110,00

1) semula Rp. 900.365.110,00
2) Bertambah Rp, ; -
Jumlah Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman g, 900.365.110,00

setelah perubahan

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
Pembjayaan ¢

a. Penyertaan Modal (investasi) Daerah

sejumlah Rp.  2.969,000.000,00
1) semula Rp. 2.044,000.000,00
2) Bertambah “ Rp. 925.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah setelah
Perubahan ' Rp. 2.969.000.000,00

b. Pemberijan Pinjaman paerah .
Sejumlah Rp. 210.000.000,00

1) semula Rp. 210.000.000,00
2) Bertambah PR, -
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obljgasi
setelah Perubahan Rp. 210.000.000,00
Pasal §
Urajan Tebih Tanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam tLampiran yang merupakan
bagian yang tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah iJni, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;

2. Lampiran II : Ringkasan perubahahan APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi skpp ;

3. Lampijran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, oOrganisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembjayaan;



2. Belanja

a. semula Rp. 644.568.328.843,07

b. Berkurang (Rp. 20.053,528,523.14) :
Jumlah BRelanja setelah Perubahan _ Rp. 624,514.800.319,93
surplus / (deficit) setelah perubahan “(Rp. 38.310.875.041,24)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) semula - Rp.  75.936.021.167,24
2) Berkurang (Rp. 34,446,146.126,00) Rp. 41.489.875.041,24

Jumlah Penerimaan setelah perubaha
b. Pengeluaran

1) semula Rp. 2.254.000.000,00
2) BRertambah RD, 925.000,000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.179.000,000,00
Jumlah pPembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 38.310.875.041,24
sisa Lebih pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. -

- . Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam lampiran I Peraturan ini. '

pPasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam lampiran II Peraturan ini.
Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

pPasal §

. Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan,

Pasal 6

(1) Peraturan bupati pacitan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan : .
(2) Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini
dalam Berita Daerah.

¥

Ditetapkan di PacItan
pada Tanggal 18 - 8 - 2009

BUPATI PACITAN

Ser

H. SUJOND
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4. Lampiran v
5. Lampran VvV
6. Lampriran Vi

7. Lampiran VII

- 1 -

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan
Pemerintahan Daerah, oOrganisasi SKPD, Program dan
Kegiatan ; '

Rekapitulasi Perubahan  Belanja  Daerah  untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan

. Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan

8. Lampiran vII.1:

9, Lampiran VII.2

10.Lampiran VIii.3:

11.tampiran VIII

12.Lampiran IX

Negara ;

paftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Perjabatan ; :

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Laporan Realisasi Anggaran ;

Neraca ;

Laporan Arus Kas: _

paftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembal1
dalam Tahun Anggaran ini ;

paftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

0i Undangkan di Pacitan
Pada Tanggal 19 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH

—

ULYONO, MM
Pembina utama Muda

NIP. 19571017 1983031 014

|
Ditetapkan di Pacitan
pPada Tanggal 18 - 8 |- 2009

BUPATI PACITAN
Cap Ttd

H. SUJONO

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor IS5



